Menelisik Peran Auditor Internal Pemerintah Saat Ini Berdasarkan Penilaian
Internal Audit Capability Model (IACM)

Yanti Manggarani?
Yudiyanto?

L2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Indonesia
*Correspondences: manggarani87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji efektifitas audit internal
pemerintah. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi
berganda untuk mengetahui efektifitas audit internal terhadap
peran assurance dan consulting. Populasi penelitian 542
pemerintah daerah yang ada di Indonesia dengan rentang waktu
antara tahun 2018-2020. Sampel yang dilakukan sebanyak 1.559
pemerintah daerah untuk menguji peran assurance sedangkan
untuk menguji efektifitas audit internal terhadap peran
consultingnya sebanyak 1.484 pemerintah daerah. Hasil
penelitian menunjukkan semakin efektif Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP), maka peran APIP dalam melakukan
assurance maupun consulting juga akan meningkat. Dalam
penelitian ini, peran assurance APIP dilihat dari kemampuan
APIP melakukan reviu terhadap LKPD. Peran consulting bagi
APIP juga akan meningkat ketika APIP mampu menjaga
hubungan yang baik dengan unit organisasi lainnya.

Kata Kunci:  Audit Internal; Assurance; Consulting; Opini
Audit; Model Kapabilitas.

Examining the Role of Current Government Internal
Auditors Based on the Assessment of the Internal Audit
Capability Model (IACM)

ABSTRACT

The research aims to test the effectiveness of government internal audits.
This study uses multiple regression analysis techniques to determine the
effectiveness of internal audit on the role of assurance and consulting.
The research population is 542 local governments in Indonesia with a
time span between 2018-2020. The samples taken were 1,559 local
governments to test the role of assurance, while to test the effectiveness
of internal audit on their consulting role, there were 1,484 local
governments. The results of the study show that the more effective the
Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the role of APIP
in conducting assurance and consulting will also increase. In this study,
APIP's assurance role was seen from APIP's ability to review LKPD.
The consulting role for APIP will also increase when APIP is able to
maintain good relations with other organizational units.

Keywords: Internal  Audit; Assurance; Consulting; Audit
Opinion; Capability Models.
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PENDAHULUAN

Pada saat ini, profesi auditor internal berkembang sangat pesat dan telah dianggap
sebagai bagian dari corporate governance yang bisa membantu manajemen untuk
meningkatkan kinerja organisasi (baik dalam pemerintahan maupun dalam
perusahaan). Profesi auditor internal di dalam perkembangannya telah berubah
peran, yang awalnya berperan sebagai watchdog berubah peran menjadi
katalisator. Selain itu, auditor internal di dalam sebuah organisasi harus mampu
mengedepankan risk bask audit approach. Di dalam perannya sebagai watchdog,
yang dilakukan auditor internal adalah memastikan bahwa kepatuhan terhadap
kebijakan dan peraturan yang berlaku telahditetapkan oleh organisasi.

Menurut Hoesodo (2011) biasanya peran audit internal sebagai watchdog
yaitu memberikan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek, tidak
memperhitungkan dampak jangka panjangnya akan seperti apa. Berbeda dengan
perannya sebagai watchdog, sebagai katalisator auditor internal dituntut untuk
dapat meningkatkan kinerja organisasi dan dapat memberikan nilai tambah untuk
organisasinya. Peran auditor internal dalam memberikan nilai tambah organisasi
tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi yang akurat bagi
organisasi, melakukan aktivitas pengendalian risiko, melakukan penilaian dan
evaluasi terhadap manajemen risiko serta mampu memberikan konsultasi bagi
organisasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa auditor internal beralih peran dari
melakukan compliance audit yang terkesan kaku dan hanya berfokus terhadap
penyimpangan aturan menjadi consulting yang lebih menekankan aktivitas
preventive control. Dengan perannya yang baru, auditor internal dituntut untuk
dapat bekerjasama dengan baik dengan stakeholdernya guna mencapai tujuan
organisasi.

Di dalam ranah pemerintahan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 ayat 1 yang berbunyi
“pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”.
Lebih lanjut, di dalam pasal 49 ayat 1 juga dijelaskan siapa saja yang berfungsi
sebagai APIP. APIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat
Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Berdasarkan pendapat Spira & Page
(2003), APIP mempunyai tanggung jawab di dalam memperkuat sistem
pengendalian intern danmanajemen risiko stakeholdernya. Lebih lanjut Spira &
Page (2003) mengatakan bahwa APIP sebagai auditor internal pemerintah, di
dalam perubahan perannya saat ini APIP bertindak sebagai assurance, consulting,
advisory services serta mampu memberikan nilai tambah untuk stakeholdernya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 ,
untuk dapat mengemban amanah baru tersebut APIP dituntut untuk dapat
meningkatkan efektifitasnya. Menurut Kalufya & Nyello (2021) auditor internal
harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk mewujudkan efektifitasnya
dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola sektor publik. Berdasarkan
hal tersebut, pada tahun 2009 Institute of Internal Auditors Research Foundation
(ITARF) (2009) mengembangkan sebuah kerangkauntuk dapat menilai efektifitas
auditor internal yang dapat dipraktikkan secara internasional yang mereka namai
dengan Internal Audit Capability Model (IACM). Di Indonesia, IACM diadopsi oleh
BPKP selaku Pembina APIP, untuk dapat menilai tingkat kapabilitas APIP yang
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ada di Indonesia. IACM terdiri dari 5 level dengan 6 elemen yang fundamental
yang diperlukan oleh APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya. Berdasarkan
Laporan Kinerja BPKP Tahun 2019, dari 542 APIP yang telah dilaksanakan
evaluasi efektifitas audit melalui metode IACM, hanya sebanyak 28,6% atau 155
APIP pada pemerintah daerah (inspektorat provinsi, inspektorat Kabupaten, serta
inspektorat kota) yang mampu mencapai level 3, sebanyak 57,75% atau 313 APIP
pada pemerintah daerah mencapai level 2 dan sisanya sebanyak 13,65% atau
sebanyak 74 APIP pada pemerintah daerah masih di level 1. Ini menandakan
bahwa APIP pada pemerintah daerah belum semuanya mampu melakukan peran
dan tugasnya secara efektif.

Salah satu tugas APIP pada pemerintah daerah adalah melakukan reviu
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK
untuk dilakukan audit laporan keuangan. Jika di dalam reviu APIP terhadap
laporan keuangan ditemui adanya kesalahan, maka stakeholder diharapkan dapat
memperbaikinya terlebih dahulu sebelummenjadi temuan pemeriksaan oleh BPK.
Di dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan BPK RI Semester I Tahun 2021,
disebutkan bahwa terdapat 6.809 temuan yang memuat 11.662permasalahan yang
meliputi 6.295 (54%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang undangan serta 5.367 (46 %) permasalahan Sistem Pengendalian Intern.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil riviu yang dilakukan oleh APIP
pemerintah daerah belum dapat maksimal sehingga masih terdapat banyak
temuan pemeriksaan oleh BPK.

Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan evaluasi
pengukuran kinerja agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan target
dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Star et al. (2016) evaluasi terhadap
pengukuran kinerja penting untuk dilakukan karena evaluasi tersebut dapat
mengukur capaian yang ditargetkan. Menurut Mardiasmo (2018) evaluasi
pengukuran kinerja pada pemerintahan berfungsi untuk membantu pemerintah
agar lebih fokus terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan,
mengalokasikan sumber daya dan pengambil keputusan serta untuk menjalin
komunikasi antar organisasi. Menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2009
disebutkan bahwa salah satu bentuk evaluasi kinerja terhadap pemerintah daerah
adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Menurut
Artha et al. (2015) yang menjadi pedoman EKPPD adalah laporan yang dibuat oleh
pemerintah daerah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai dampak
efektifitas audit internal terhadap peran APIP dalam melakukan assurance
terhadap pemerintah daerahnya. Peran tersebut untuk melihat kemampuan
auditor dalam melakukan riviu laporan keuangan sehingga pemerintah daerah
dapat memperoleh opini yang diinginkan. Selain itu peneliti juga ingin
mengetahui dampak efektifitas audit internal terhadap peran APIP melakukan
consulting terhadap stakeholdernya.

Teori agency merupakan kesepakatan yang terjadi antara principal dengan
agent (Jensen et al., 1976). Lebih lanjut Jensen et al. (1976)menyebutkan bahwa
assimetry information merupakan sebuah permasalahan yang terjadi antara
principal dan agent. Berdasarkan pendapat Lane & Kivisto (2008) hubungan yang
terjadi antara principal dengan agent dapat mempengaruhi kebijakan publik. Di
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dalam sektor publik, teori agency dapat dilihat dari laporan yang disusun (Santoso
& Pambelum, 2008), sedangkan Wardhani (2017) mengatakan bahwa sebagai
agent, pemerintah mempunyai akses langsung terhadap informasi dibandingkan
masyarakat yang tidak dapat memperoleh akses secara langsung, sehingga
menyebabkan adanya masalah assymetri information. Agar tidak terjadi asymmetry
information masyarakat dan pemerintah harus dapat mengoptimalkan
pengawasannya. Rustiyaningsih & Immanuela (2014) berpendapat bahwa opini
yang diberikan BPK kepada Laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah
dapat mengurangi asymmetry information. Hasthoro & Sunardi (2016) mengatakan
bahwa dengan adanya opini dari BPK, masyarakat dapat menilai kinerja yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan
check & balance agar asymmetry information antara pemerintah daerah dan
masyarakat dapat berkurang (Indriastuti ef al., 2016).

Menurut Freeman et al. (2010) stakeholder merupakan sebuah kelompok yang
dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.
Sedangkan menurut Liu & Yin (2020) stakeholder merupakan sebuah dukungan
terhadap organisasi untuk menjalankan peran dan fungsinya. Menurut Phillips
(1997) pada prinsipnya, teori stakeholder merupakan sebuah teori yang
menyatakan bahwa sebuah organisasi dalam menjalankan peran dan fungsinya
harus memperhatikan kepentingan stakeholdernya. APIP sebagai sebuah organisasi
di dalam suatu pemerintah daerah, harus dapat melaksanakan peran dan
fungsinya secara dua arah yaitu memenuhi kebutuhan APIP itu sendiri sebagai
sebuah organisasi serta harus memperhatikan kepentingan stakeholdernya sebagai
sebuah sistem sosial. Kemajuan suatu pemerintah daerah terletak dari bagaimana
peran pengawasan yang ada di pemerintah tersebut dapat berjalan dengan efektif
untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah daerah.

Indonesia telah mengadopsi IACM yang dikembangkan oleh IIA melalui
IIARF yang terdiri dari 6 elemen yang fundamental yang terdiri dari 41 key
performance area (KPA) yang berisikan 240 pernyataan untuk dipenuhi agar dapat
mencapai level tertinggi di dalam IACM, yaitu level 5. Levelling IACM terdiri dari
level 1 (initial, kapabilitas APIP hanya dilihat dari peran dan kemampuan masing
masing individu di dalamnya, level 2 (infrastructure, APIP secara organisasi telah
mampu melakukan audit secara berkelanjutan), level 3 (integrated, APIP mampu
menerapkan praktik secara profesional serta mampu melakukan manajemen audit
seragam di dalam organisasinya), level 4 (managed, APIPdipandang telah mampu
melakukan integrasi terhadap infomasi lintas organisasi untuk meningkatkan tata
kelola dan manajemen risiko), serta level 5 (optimizing, APIP dipandang telah
mampu menjadi agent of change, mampu belajar dari dalam dan luar
organisasinya). Sedangkan elemen di dalam aktifitas audit internal terdiri dari
elemen 1 (merupakan kemampuan audit internal di dalam memberikan peran dan
layanannya), elemen 2 (merupakan kemampuan audit internal dalam mengelola
Sumber Daya Manusianya), elemen 3 (merupakan kemampuan audit internal di
dalam menjalankan praktik secara profesional), elemen 4 (merupakan
kemampuan audit internal dalam melakukan akuntabilitas dan manajemen
kinerja), elemen 5 (merupakan kemampuan audit internal dalam menjalin budaya
serta hubungan di dalam organisasi) serta elemen 6 (merupakan kemampuan
APIP untuk menerapkan struktur tata kelola yang baik).
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Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 57 disebutkan bahwa
“Inspektorat Provinsi/kabupaten/kota selaku APIP pada pemerintah daerah
bertugas untuk melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
provinsi/ kabupaten/ kota sebelum disampaikan gubernur/ bupati/ walikota
kepada Badan Pemeriksa Keuangan”. Reviu yang dilakukan inspektorat
Provinsi/kabupaten/kota selaku APIP merupakan tugas assurance yang berfungsi
untuk meminimalisir temuan BPK agar pemerintah daerah mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Auliyana, (2017), opini WTP yang
diberikan auditor dapat memberikan kepercayaan dewan legislatif, parlemen dan
para stakeholder terhadap entitas publik.

Menurut Sawyer (1995) audit internal diartikan sebagai aktivitas yang
independen untuk memberikan konsultasi secara objektif terhadap stakeholder,
agar stakeholder dapat melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Ditambahkan oleh Hoesodo (2011) audit internal telah mengalami
pergeseran peran, dari watchdog menjadi rekan kerja pihak auditee sebagai
konsultan dan katalisator. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 216, berbunyi
“Inspektorat daerah mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangandaerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah”. Di Dalam
pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan kewajiban
pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan pemerintah
daerah (LPPD). Nantinya LPPD akan menjadi dasar untuk EKPPD. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LPPD memuat capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas
pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi 3 hal
yaitu: 1. Capaian kinerja makro (yang meliputi indeks pembangunan manusia,
angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per
kapita, dan ketimpangan pendapatan) 2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah (meliputi indikator kinerja yang menjadi urusan pemerintah
daerah masing masing yang menjadi kewenangannya) 3. Capaian akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah (meliputi pencapaian dan target kinerja pemerintah
daerah untuk mecapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Dalam mencapai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,
pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan meminta konsultasi/saran kepada
inspektorat selaku APIP.

Hipotesis merupakan kesimpulaan dari tinjauan teori yang telah diuraikan
dan kerangka pemikiran yang telah peneliti buat. Berdasarkan hal tersebut,
hipotesis yang akan peneliti kembangkan adalah sebagai berikut.

Hi: Efektifitas Internal Audit secara bersama sama berpengaruh signifikan
terhadap peran assurance.

Menurut Hoesodo (2011) yang menyatakan bahwa audit internal telah
mengalami pergeseran peran, dari watchdog menjadi rekan kerja pihak auditee
sebagai konsultan dan katalisator. Ketika APIP mampu melakukan reviu dengan
baik, maka akan membuat berkurangnya temuan audit oleh BPK sehingga dapat
meningkatkan opini hasil audit terhadap LKPD. Jika APIP mampu mengelola
sumber dayanya dengan baik maka peran pengawasan yang dilakukan terhadap
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pemerintah daerah akan meningkat sehingga secara umum APIP mampu menjadi
early warning bagi pemerintah daerah.
H»: Efektifitas Internal Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
peran assurance
Penilaian EKPPD merupakan penilaian yang menilai capaian kinerja makro
bagi pemerintah daerah yang meliputi indeks pembangunan manusia, angka
kemiskinan, angka pengangguran,pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita,
dan ketimpangan pendapatan. Ketika APIP daerah dinilai semakin efektif dengan
peningkatan level pada IACM, maka APIP juga dinilai telah mampu memberikan
saran dan nilai tambah bagi stakeholdernya. Nilai tambah tersebut dapat membuat
pemerintah daerah dapat mencapai target sesuai dengan visi misi yang telah
ditetapkan.
Hs: Efektifitas Internal Audit secara bersama sama berpengaruh signifikan
terhadap peran consulting
Ketika terjadi hubungan yang baik antara Inspektorat daerah selaku APIP
daerah dengan organisasi lainnya (pemerintah daerah selaku stakeholder, BPK
selaku auditor eksternal, BPKP selaku rekan sejawat serta kepolisian dan
kejaksaan selaku aparat penegak hukum), maka inspektorat daerah selaku APIP
daerah mampu meningkatkan peran consultingnya sehingga APIP mampu
mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.
H, : Efektifitas Internal Audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
peran consulting

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pemerintah daerah
yang ada di Indonesia yang berjumlah 542 pemerintah daerah dengan rentang
waktu antara tahun 2018 - 2020. Sehingga populasi yang digunakan dalam
penelitian ini berjumlah 1.626 pemerintah daerah. Sedangkan sampel yang
digunakan adalah pemerintah daerah yang mempunyai data lengkap yang
diinginkan peneliti berdasarkan teknik purposive sampling, dengan urutan sebagai
berikut: 1) pemerintah daerah yang telah dilakukan penilaian IACM oleh BPKP
antara tahun 2018-2020; 2) pemerintah daerah yang telah dilakukan audit oleh
BPK antara tahun 2018-2020; 2) pemerintah daerah yang telah dilakukan penilaian
EKPPD oleh Kemendagri antara tahun 2018 - 2020.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

Assurance  Consulting

Populasi sampel (pemerintah daerah x tahun) 2018 -2020 1.626 1.626
Pengurangan:
1. pemerintah daerah yang tidak dilakukan penilaian 67 67
IACM (2018 - 2020)
2. pemerintah daerah yang tidak dilakukan audit oleh 0 -
BPK (2018 -2020)
3. pemerintah daerah yang tidak dilakukan penilaian - 75
EKPPD (2018-2020)
Sampel Akhir 1.559 1.484

Sumber: Data Penelitian, 2022
Menurut Sekaran, (2013) purposive sampling, merupakan pemilihan sampel
dilakukan sesuai tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu Adapun
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pertimbangan atau kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian
ini adalah untuk menguji efektifitas audit internal terhadap peran assurance nya
maka data yang digunakan adalah data laporan keuangan pemerintah daerah
tahun 2018 - 2020 yang telah diaudit oleh BPK dan APIP pemerintah daerah yang
telah dilakukan quality assurance terhadap IACMnya. Sedangkan untuk menguji
efektifitas audit internal terhadap peran consultingnya maka data yang digunakan
adalah pemerintah daerah yang telah dilakukan penilaian EKPPDnya tahun 2018-
2020 dan APIP pemerintah daerah yang telah dilakukan quality assurance terhadap
IACMnya.

Menurut Supomo & Indriantoro (2002), variabel dependen merupakan
variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah data LKPD Tahun 2018 - 2020 yang telah diaudit BPK
dan data LPPD yang telah dilakukan penilaian dari tahun 2018 - 2020. Variabel
opini audit menggunakan variabel dummy, yaitu WIP =1, untuk WDP, TMP, TW
= 2. Sedangkan variabel EKPPD menggunakan data hasil penilaian EKPPD. Untuk
variabel independen, penelitian ini menggunakan 6 variabel yaitu: Elemen 1 pada
penilaian IJACM (Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel
elemen 1 pada penilaian IACM untuk melihat peran dan layanan APIP terhadap
peran assurance dan consultingnya berdasarkan data tahun 2018 - 2020. Variabel ini
menggunakan skala rasio), Elemen 2 pada penilaian IACM (Di dalam penelitian
ini, peneliti akan menggunakan variabel elemen 2 pada penilaian IACM untuk
melihat pengelolaan Sumbur Daya APIP terhadap peran assurance dan
consultingnya berdasarkan data tahun 2018 - 2020. Variabel ini menggunakan
skala rasio), Elemen 3 pada penilaian IACM (Di dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan variabel elemen 3 pada penilaian IACM untuk melihat praktik
professional yang dilakukan APIP terhadap peran assurance dan consultingnya
berdasarkan data tahun 2018 - 2020. Variabel ini menggunakan skala rasio),
Elemen 4 pada penilaian IACM (Di dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan variabel elemen 4 pada penilaian IACM untuk melihat
akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP terhadap peran assurance dan
consultingnya berdasarkan data tahun 2018 - 2020. Variabel ini menggunakan
skala rasio), Elemen 5 pada penilaian IACM (Di dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan variabel elemen 5 pada penilaian IACM untuk melihat budaya dan
hubungan organisasi yang telah dijalin oleh APIP terhadap peran assurance dan
consultingnya berdasarkan data tahun 2018 - 2020. Variabel ini menggunakanskala
rasio), Elemen 6 pada penilaian IJACM (Di dalam penelitian ini, peneliti akan
menggunakan variabel elemen 6 pada penilaian IACM untuk melihat struktur tata
kelola APIP terhadap peran assurance dan consultingnya berdasarkan data tahun
2018 - 2020. Variabel ini menggunakan skala rasio).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada tabel hasil analisis regresi IACM
(proksi opini audit) dengan bantuan Software SPSS versi 25, untuk efektifitas
audit internal dari penilaian IACM secara keseluruhan diperoleh nilai koefisien
determinasi (R) sebesar 0,714 artinya efektifitas audit internal dari kesimpulan
penilaian JACM mampu mempengaruhi peran assurancenya (dilihat dari opini
audit) sebesar 71,4% sedangkan 28,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
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diteliti. Dari tabel hasil analisis regresi IACM (proksi opini audit) juga diketahui
bahwa sig. F Change sebesar 0,000, itu artinya bahwa variabel efektifitas audit
internal secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
(peran assurance dengan proksi IACM), sehingga dapat dikatakan bahwa H1
diterima.
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi IACM (Proksi Opini Audit)
Variabel R RSquare AdjRSquare  RSquare Change  Sig. F Change
IACM 0,714 0,510 0,510 0,510 0.000

a. Predictors: (Constant), IACM

b. Dependent Variable: Opini
Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan data pada tabel nilai koefisien IACM (proksi opini audit),

untuk pengaruh efektifitas audit internal (kesimpulan penilaian IACM) terhadap
peran assurancenya (proksi opini audit), dapat dibuat persamaan regresi berganda
sebagai berikut
OPINI =1,948 - 0,375IACM + €.ttt 1)
Keterangan:
OPINI = Opini hasil Audit
IACM = Skor nilai total IACM

E = eror
Tabel 2. Nilai Koefisien IACM (Proksi Opini Audit)
Variabel Unstandardized B Koefisien Std. Eror  Stand. Koefisien B Sig
Constant 1,948 0,021 - 0,000
IACM -0,375 0,009 -0,714 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada tabel hasil analisis regresi
elemen IACM (proksi opini audit) dengan bantuan Software SPSS versi 25, untuk
efektifitas audit internal dari penilaian IACM yang dilakukan per elemen (elemen
1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6) diperoleh nilai koefisien
determinasi (R) sebesar 0,731 artinya efektifitas audit internal dari masing masing
penilaian JACM mampu mempengaruhi peran assurancenya (dilihat dari opini
audit) sebesar 73,1% sedangkan 26,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
diteliti. Dari tabel Model Summary juga diketahui bahwa sig. F Change sebesar
0,000, itu artinya bahwa variabel efektifitas audit internal secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (peran assurance dengan
proksi opini audit), sehingga dapat dikatakan bahwa H2 diterima.
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Elemen IACM (Proksi Opini Audit)
Variabel R RSquare AdjRSquare R Square Change Sig. F Change
Elemen 0,855 0,732 0,731 0,732 0,000

a. Predictors: (Constant) ell, el2, el3, el4, el5, el6
b. Dependent Variable: Opini

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan data pada tabel nilai koefisien elemen IACM (proksi opini
audit), untuk pengaruh efektifitas audit internal (masing masing elemen IACM)
terhadap peran assurancenya, dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai
berikut.
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OPINI =2,554 - 0,192 IACMel1 + 0,167 IACMel2 - 0,121 IACMel3 - 0,023 IACMel4

-0,453 IACMel5 + 0,072 TACMel6 + €....uvviviiiiiiiiiiie e (2)
Keterangan:
OPINI = Opini hasil Audit
IACMell = Skor nilai pada elemen 1 JACM
IACMel2 = Skor nilai pada elemen 2 IACM
IACMel3 = Skor nilai pada elemen 3 IACM
IACMel4 = Skor nilai pada elemen 4 IACM
IACMel5 = Skor nilai pada elemen 5 IACM
IACMel6 = Skor nilai pada elemen 6 IACM
e = eror

Pada data dalam tabel nilai koefisien elemen IACM (proksi opini audit)
juga terlihat bahwa elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 5 dan elemen 6
mempunyai pengaruh signifikan terhadap peran assurance.
Tabel 4. Nilai Koefisien Elemen IACM (Proksi Opini Audit)
Variabel Unstandardized B Koefisien Std. Eror  Stand. Koefisien B Sig

Constant 2,554 0,036 - 0,000
Elemen 1 -0,192 0,018 -0,386 0,000
Elemen 2 0,167 0,016 0,247 0,000
Elemen 3 -0,121 0,017 -0,231 0,000
Elemen 4 -0,023 0,024 -0,029 0,335
Elemen 5 -0,453 0,025 -0,536 0,000
Elemen 6 0,072 0,015 0,107 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada tabel hasil analisis regresi
IACM (proksi penilaian EKPPD) dengan bantuan Software SPSS versi 25, untuk
efektifitas audit internal dari penilaian IACM secara keseluruhan diperoleh nilai
koefisien determinasi (R) sebesar 0,71 artinya efektifitas audit internal dari
kesimpulan penilaian IACM mampu mempengaruhi peran consultingnya sebesar
71% sedangkan 29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dari tabel
hasil analisis regresi IACM (proksi penilaian EKPPD) juga diketahui bahwa sig. F
Change sebesar 0,000, itu artinya bahwa variabel efektifitas audit internal secara
keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (peran
consulting dengan proksi penilaian EKPPD), sehingga dapat dikatakan bahwa H3
diterima.
Tabel 5. Hasil Analisis Regresi IACM (Proksi Penilaian EKPPD)
Variabel R RSquare  AdjRSquare R Square Change  Sig. F Change
IACM 0,710 0,504 0,504 0,504 0,000

a. Predictors: (Constant), IACM
b. Dependent Variable: EKPPD

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan data pada tabel nilai koefisien IACM (proksi penilaian
EKPPD), untuk pengaruh efektifitas audit internal (kesimpulan penilaian IACM)
terhadap peran consultingnya, dapatdibuat persamaan regresi berganda sebagai
berikut.
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EKPPD =1,974+ 0,429 JACM + @....coiiiiiiiiiiii 3)
Keterangan:
EKPPD = Skor nilai EKPPD
IACM = Skor nilai total IACM
e = eror
Tabel 6. Nilai Koefisien IACM (Proksi Penilaian EKPPD)

Variabel = Unstandardized B Koefisien Std. Eror ~ Stand. Koefisien B Sig
Constant 1,974 0,026 - 0,000
IACM 0,429 0,011 0,710 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada tabel hasil analisis regresi
elemen IACM (proksi penilaian EKPPD) dengan bantuan Software SPSS versi 25,
untuk efektifitas audit internal dari penilaian IACM yang dilakukan per elemen
(elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6) diperoleh nilai
koefisien determinasi (R) sebesar 0,596 artinya efektifitas audit internal dari
masing masing penilaian JACM mampu mempengaruhi peran consultingnya
sebesar 59,6% sedangkan 40,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Dari tabel hasil analisis regresi elemen IACM (proksi penilaian EKPPD) juga
diketahui bahwa sig. F Change sebesar 0,000, itu artinya bahwa variabel efektifitas
audit internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
(peran consulting dengan proksi penilaian EKPPD), sehingga dapat dikatakan
bahwa H4 diterima.
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Elemen IACM (Proksi Penilaian EKPPD)
Variabel R RSquare AdjRSquare R Square Change  Sig. F Change
Elemen 0,773 0,597 0,596 0,597 0,000

a. Predictors: (Constant): ell, el2, el3, el4, el5, el6
b. Dependent Variable: EKPP

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan data pada tabel nilai koefisien elemen IACM (proksi penilaian
EKPPD) untuk pengaruh efektifitas audit internal (masing masing elemen IACM)
terhadap peran consultingnya, dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai
berikut:

EKPPD = 1,371 + 0,086 IACMell + 0,249 IACMel2 + 0,191 IACMel3 -
0,235 IACMel4 + 0,337 IACMel5 - 0,005 IACMel6 +e................. 4)

Keterangan:

EKPPD = Skor nilai EKPPD

IACMell = Skor nilai pada elemen 1 JACM

IACMel2 = Skor nilai pada elemen 2 JACM

IACMel3 = Skor nilai pada elemen 3 JACM

IACMel4 = Skor nilai pada elemen 4 JACM

IACMel5 = Skor nilai pada elemen 5 JACM

IACMel6 = Skor nilai pada elemen 6 IACM

e = eror

Pada data dalam tabel nilai koefisien elemen IACM (proksi penilaian
EKPPD) terlihat bahwa elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4 dan elemen 5
mempunyai pengaruh signifikan terhadap peran consulting.
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Tabel 8. Nilai Koefisien Elemen IACM (Proksi Penilaian EKPPD)

Variabel = Unstandardized B Koefisien Std. Eror  Stand. Koefisien B Sig

Constant 1,371 0,036 - 0,000
Elemen 1 0,086 0,018 -0,386 0,000
Elemen 2 0,167 0,016 0,247 0,000
Elemen 3 -0,121 0,017 -0,231 0,000
Elemen 4 -0,023 0,024 -0,029 0,335
Elemen 5 -0,453 0,025 -0,536 0,000
Elemen 6 0,072 0,015 0,107 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dari tabel hasil analisis regresi diketahui bahwa semua hasil sig. F Change
sebesar 0,000, itu artinya bahwa variabel efektifitas audit internal baik secara
keseluruhan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen (peran assurance dengan proksi opini audit). Hal ini menandakan bahwa
semakin efektif APIP daerah selaku audit internal pemerintah daerah, maka
kualitas terhadap perannya sebagai assurance dapat meningkat. Dengan kata lain,
semakin efektif APIP daerah, maka APIP mampu melakukan reviu terhadap
LKPD dengan baik, sehingga mampu mengurangi temuan oleh BPK yang dapat
membuat naiknya opini audit bagi pemerintah daerah.

Ketika dilihat dari masing masing elemen dalam IACM, yang mempunyai
pengaruh terhadap peningkatan peran assurance APIP selaku audit internal adalah
peran dan layanan, pengelolaan sumber daya, praktik professional, budaya dan
hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Pengaruh terkuat untuk peran
assurance bagi APIP terjadi ketika APIP selaku auditor internal pemerintah daerah
mampu melakukan pengelolaan terhadap sumber dayanya. Jika APIP mampu
mengelola sumber dayanya dengan baik maka peran pengawasanyang dilakukan
terhadap pemerintah daerah akan meningkat sehingga APIP mampu menjadi
early warning bagi pemerintah daerah.

Dari tabel hasil analisis regresi diketahui bahwa semua hasil sig. F Change
sebesar 0,000, itu artinya bahwa variabel efektifitas audit internal baik secara
keseluruhan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen (peran consulting dengan proksi penilaian EKPPD). Hal ini menandakan
bahwa semakin efektif APIP daerah selaku audit internal pemerintah daerah,
maka kualitas terhadap perannya sebagai consultant dapat meningkat. Dengan
kata lain, semakin efektif APIP daerah, maka APIP mampu melakukan pemberian
saran yang tepat kepada pemerintah daerah dan APIP mampu memberikan nilai
tambah untuk pemerintah daerah untuk mencapai visi misi pemerintah daerah.

Ketika dilihat dari masing masing elemen dalam IACM, yang mempunyai
pengaruh terhadap peningkatan peran consulting APIP selaku audit internal
adalah peran dan layanan, pengelolaan sumber daya, praktik professional,
akuntabilitas dan manajemen kinerja serta budaya dan hubungan organisasi.
Pengaruh terkuat untuk peran consulting bagi APIP terjadi ketika APIP selaku
auditor internal pemerintah daerah mampu menjaga dan membina budaya dan
hubungan organisasi dengan unit lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketika
terjadi hubungan yang baik antara Inspektorat daerah selaku APIP daerah dengan
organisasi lainnya (pemerintah daerah selaku stakeholder, BPK selaku auditor
eksternal, BPKP selaku rekan sejawat serta kepolisian dan kejaksaan selaku aparat
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penegak hukum), maka inspektorat daerah selaku APIP daerah mampu
meningkatkan peran consultingnya sehingga APIP mampu mampu memberikan
nilai tambah bagi pemerintah daerah.

SIMPULAN

Auditor internal harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk
mewujudkan efektifitasnya dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola
sektor publik (Kalufya & Nyello, 2021). Dalam penelitian ini peran assurance APIP
dilihat dari kemampuan APIP melakukan reviu terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, semakin efektif APIP
selaku auditor internal pemerintah maka akan semakin baik APIP melakukan
reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika APIP mampu
melakukan reviu dengan baik, maka akan membuat berkurangnya temuan audit
oleh BPK sehingga dapat meningkatkan opini hasil audit terhadap LKPD. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh terkuat untuk peran assurance bagi
APIP terjadi ketika APIP selaku auditor internal pemerintah daerah mampu
melakukan pengelolaan terhadap sumber dayanya. Jika APIP mampu mengelola
sumber dayanya dengan baik maka peran pengawasan yang dilakukan terhadap
pemerintah daerah akan meningkat sehingga secara umum APIP mampu menjadi
early warning bagi pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini peran consulting APIP dilihat dari hasil penilaian
EKPPD. Ketika APIP daerah dinilai semakin efektif dengan peningkatan level
pada IACM, maka APIP juga dinilai telah mampu memberikan saran dan nilai
tambah bagi stakeholdernya. Nilai tambah tersebut dapat membuat pemerintah
daerah dapat mencapai target sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh terkuat untuk peran consulting bagi
APIP terjadi ketika APIP selaku auditor internal pemerintah daerah mampu
menjaga dan membina budaya dan hubungan organisasi dengan unit lainnya. Hal
ini dapat dikatakan bahwa ketika terjadi hubungan yang baik antara Inspektorat
daerah selaku APIP daerah dengan organisasi lainnya (pemerintah daerah selaku
stakeholder, BPK selaku auditor eksternal, BPKP selaku rekan sejawat serta
kepolisian dan kejaksaan selaku aparat penegak hukum), maka inspektorat daerah
selaku APIP daerah mampu meningkatkan peran consultingnya sehingga APIP
mampu mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah. Penelitian ini
hanya menggunakan subjek penelitian APIP sebagai auditor internal pemerintah
dan hanya melihat 3 variabel dalam mengukur efektifitas auditor internal
pemerintah yaitu penilaian iacm, opini audit dan penilaian EKPPD. Penelitian
selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang dapat mempengaruhi
peran auditor internal pemerintah (baik dalam perannya sebagai assurance
maupun consulting), serta dapat meneliti subjek yang lain seperti hal hal yang
mempengaruhi peran auditor internal pada perusahaan BUMN atau swasta.
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